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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Mas/ahah Terhadap Hak Istri Menentukan
Jumlah Anak dan Jarak Kelahiran dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan
dan keadilan Gender” merupakan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan
tentang apa ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran
dalam RUU KKG dan bagaimana analisis mas/ahah terhadap hak menentukan
jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah review [literatur, dokumen
perundangan dan berbagai sumber-sumber lain yang relevan. Dalam hal ini
peneliti menjelaskan ketetapan yang ada dalam RUU KKG terkait dengan hak
istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran, kemudian data yang didapat
dianalisis dengan menggunakan teori mas/ahah.

Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Ketetapan hak istri menentukan
jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG bertujuan untuk menjamin
perlindungan atas hak untuk menentukan secara bertanggung jawab tanpa
paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak kelahiran, sehingga dapat
dipahami bahwa dalam pasal 11 huruf b angka 2 tersebut menjelaskan bahwa
tidak boleh ada seorangpun yang bisa memaksa ataupun menekan pada pihak lain
untuk turut menentukan terkait dengan hak menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran. kedua, Hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam
RUU KKG telah sesuai dengan maslahah, tepatnya maslahah mursalah karena
meskipun tidak ada aturan di dalam hukum Islam tentang jarak atau pembatasan
kelahiran tetapi aturan tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan yaitu untuk
mengurangi banyaknya angka kematian ibu (AKI) dan banyaknya bayi atau anak-
anak yang kekurangan zat gizi karena terlalu banyak anak.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka: Pertama, RUU KKG ini
seharusnya segera ditetapkan agar tidak ada lagi perlakuan diskriminasi dengan
berbagai bentuknya diskriminasi terhadap perempuan. Keduva, Perlu adanya
sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut tentang hak
menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran pada masyarakat, khususnya
masyarakat awam yang tidak mengetahui dan sadar hukum tentang ketentuan
apa saja yang terkait dengan kesehatan reproduksi wanita mengingat banyak
sekali manfaat yakni salah satunya untuk mewujudkan regenerasi masa depan
yang berkualitas di masa mendatang.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkawinan dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang
Maha Esa.' Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2
menjelaskan bahwa perkawianan menurut Hukum Islam adalah akad yang
sangat kuat atau mitsagan ghalidza untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya adalah ibadah.’

Dasar Hukum Perkawinan: Dalil Alquran Allah Swt berfirman dalam
Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

30 & By 885 a8y desy ) 18 gl AT 2 aS0 s OF T g
SeEs YHROION s

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.?

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.’

! Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

? Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3 Departemen Agama RI, Alguran dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu,1976), 406.
* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Disisi lain juga terdapat pendapat Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul
Rohman Ghozali menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan
kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima
hak serta kewajiban untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
mendapatkan keturunan atau melanjutkan keturunan.’

Berdasarkan pada fakta dari salah satu tujuan perkawinan adalah untuk
melangsungkan keturunan. Maka, tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak
pasangan—pasangan yang menempatkan persoalan jumlah anak dan jarak
kelahiran sebagai salah satu isu dalam rumah tangga mereka, yang menjadi
salah satu persoalan nyata pada masyarakat Indonesia. Sehingga dalam hal ini
terdapat salah satu aspek yang menjadi persoalan dalam menentukan jumlah
anak dan jarak kelahiran, seperti peraturan yang di usung oleh aparat
pemerintah, bahwa Indonesia pernah mengusung program KB dan 2 anak
cukup itu berlandaskan atas dasar peningkatan kualitas dan cakupan informasi
dan pelayanan serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan
kesadaran akan kebutuhan program keluarga berencana. Sedangkan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berusaha untuk
menurunkan angka kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi karna salah satu

faktor penyebab 75% adalah banyaknya kematian ibu, sosial ekonomi,

> Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.



kurangnya pengetahuan tentang KB, kurangnya dukungan suami dan budaya
yang masih dipegang teguh oleh pasangan usia subur.’

Peraturan penetapan tentang jumlah anak dan jarak kelahiran ini
sebenarnya sudah lama menjadi persoalan fikih yang sudah ada sejak zaman
Nabi sudah pernah ada yang bertanya mengenai pencegahan kehamilan yakni
peraturan tentang ‘az/ kepada Rasulullah Saw tentang kebolehan pencegahan
kehamilan. Dalam hal ini Rasulullah tidak melarang adanya ‘az/ namun beliau
hanya mengisyaratkan bahwa yang terbaik adalah tidak melakukannya, karna
pada dasarnya ‘az/ dilakukan hanya karna khawatir memperoleh anak, padahal
perbuatan ini tidak ada gunanya, karna jika Allah telah menciptakan anak
maka az/tidak dapat menghalanginya.’

Beberapa tahun yang lalu MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang
Vasektomi terhadap dampaknya peningkatan Medis Oprasi Pria (MOP)
merupakan salah satu kontrasepsi KB bagi pria, yang mana vasektomi ini
merupakan tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) dari
kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri yang menyebabkan jika pada
waktu ejakulasi maka cairan mani yang keluar tidak lagi mengadung sperma
sehingga tidak terjadi kehamilan.®

Hukum vasektomi menimbulkan berbagai macam hukum yang muncul

dalam kurun waktu lebih kurang dari 30 tahun antara (1979 sampai dengan

6 Ulyatul laili dan Nur Masruroh, “Penentuan Jarak Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur”,
Kesehatan Al-irsyat, No. 2, Vol. 9 (September, 2018), 53.

7 Rifatin, “Hukum Islam Tentang ‘azl (Studi Komperatif Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Ibnu
Hazm)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 11.

$Muhyiddin, “Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap
Peningkatan Medis Oprasi Pria (MOP)”, Pemikiran Hukum Islam, No.1, Vol. 24 (Semarang,
2014), 70.



2012) yang di tetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak 4
(empat) kali, tiga kali dinyatakan haram dan yang terakhir di nyatakan haram
kecuali dalam keadaan memenuhi syarat, terakhir kali inilah yang menegaskan
kebolehan vasektomi dengan syarat (ibadah ) yakni keputusannya hanya
karena alasan darurat. Vasektomi dan tubaktomi bisa di bolehkan atas dasar
seperti:  contoh terancamnya jiwa si janin apabila mengandung atau
melahirkan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan yang menjadi alasan
adanya perubahan fatwa hukum Vasektomi dari yang awalnya mempunyai
hukum haram menjadi halal dengan syarat adanya ‘//atr baru yaitu
keberhasilan rekanalisasi.’

Isu tentang pengaturan jarak kelahiran ataupun pencegahan kelahiran ini
sudah ada sejak pada zaman Nabi yang mana isu ini tidak menutup
kemungkinan untuk selanjutnya tidak muncul kembali, karena sampai saat ini
pun masih ada. seperti pernah ada fatwa MUI yang menjadi fenomena
mengenai pencegahan kelahiran, faktanya sampai saat ini pun masih menjadi
isu yang menarik untuk di kaji sehingga selain dari aspek yang ada di atas
terdapat aspek lain yang terbaru, yakni terkait dengan adanaya perumusan
rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender, di mana di dalam
RUU KKG tersebut menjelaskan bahwa pada pasal 11 huruf a angka 2
menjelaskan bahwa “perlindungan atas hak untuk menentukan secara
bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak

kelahiran”. Maksud rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender

? Ibid., 71.



ini adalah karna banyaknya perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan
dimana kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan yang
menjadi kendala dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sehingga
timbullah suatu upaya untuk melindungi juga menjamin hak setiap orang dari
perlakuan diskriminatif terutama pada kaum perempuan. '’

Undang-undang kesehatan secara jelas telah menjelaskan bahwa
menentukan atau mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran itu diperlukan
agar setiap keluarga memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam
mengatur jarak kelahiran anak dan jumlah anak.'' Oleh karna itu perlu untuk
mewujudkan keluarga yang berkualitas dan mengatur jarak kelahiran anak
yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi yang benar
dan sesuai dengan arahan dari badan kesehatan. Karena jika dalam hal ini
tidak di lakukan maka akan beresiko pada ibu dan juga anak, jadi akan lebih
baik jika pasangan suami istri tau atau mengerti resiko-resiko yang akan
datang jika tidak di rencanakan.'?

Seperti kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat maka akan beresiko
untuk terjadi.”

1. Pendarahan.

2. Anemia dan.

3. Ketuban pecah dini.

' Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

! Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

i Ulyatul laili dan Nur Masruroh, “Penentuan Jarak Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur’..., 57.
Ibid., 59.



Sedangkan jarak yang terlalu jauh juga akan beresiko meningkatkan

terjadinya.'*

1. Persalinan prematur.

2. Bayi yang akan lahir berakibat beratnya rendah tidak sesuai rata-rata
yang ada.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu keluarga dalam
menentukan keputusan untuk mengatur jarak antar kehamilan diantaranya
yaitu.

1. Faktor sosial ekonomi,
2. Psikologi pasangan,

3. Usia pasangan

4. Faktor budaya.

Adapun aspek lain yang sering terlupakan dari isu tentang pengaturan
persoalan KB yakni tentang adanya isu kedudukan dan hak perempuan (istri)
untuk turut serta bersama suami dalam menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran antara lain pengaruh budaya (patriarki) yang memberikan dampak
bahwa laki-laki itu lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada perempuan dan
pola pemikiran agama yang dialami oleh perempuan Indonesia yang meyakini
bahwa istri harus mematuhi suaminya, sehingga istri memiliki keterbatasan

dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk

 Ibid., 59.



menuruti semua keinginan suami dalam hal menentukan jumlah anak dan
jarak kelahiran."

Seperti contoh masalah sosial akibat belenggu budaya patriarki yakni
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyiarkan dari
kompasiana.com, komnas perempuan mendokumentasikan 259.150 kasus
kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2016, dengan rincian
sebanyak 245.548 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan
layanan yang tersebar ke 34 provinsi di Indonesia. Dari sinilah bisa dilihat
bahwa budaya patriarki masih melekat sebagai pola pikir masyarakat
Indonesia yang tidak menguntungkan bagi posisi perempuan.16

Manusia terlahir dengan berbagai hak. Diantaranya adalah hak
kemerdekaan, hak majluk dan harkat kemanusia, hak cinta kasih sesama, hak
indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa,
hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk
menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi.

Hak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak
adalah:"’

1. Hak milik kepunyaan
2. Kewenangan

3. Kekuasaan sesuatu

4. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu

> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, Social
Work, No. 1, Vol. 7 (Juli, 2017), 73.

"% Ibid.

'7 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 174.



5. Hak derajat atau martabat

Hak adalah sesuatu yang mana seseorang (pemegang) pemilik keabsahan
untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.'®
Darisinilah muncul bahwa kebanyakan masyarakat atau pasangan suami istri
lupa akan hak mereka masing-masing karna terpaku pada budaya patriarki
sehingga mengabaikan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah
bahwa hak atau kedudukan dalam menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran ini adalah hak berserikat antara suami dan isrti, hak tersebut tidak
boleh ditentukan hanya dari salah satu pihak saja, karena suami ataupun istri
sama-sama mempunyai hak untuk menentukan yang terbaik untuk dirinya dan
keluarganya kedepan sehingga dari salah satu mereka tidak dapat mencegah
untuk meminta izin. "

Pada dasarnya dalam hak istri menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran dalam RUU KKG adalah sama-sama mempunyai kedudukan yang
tinggi dan sederajat dalam menentukan kelahiran sehingga dalam peraturan
dan cara yang akan dipakai harus disepakati bersama agar tujuan tercapai
dengan baik. jadi disini tidak hanya istri atau suami saja yang mempunyai hak
untuk menentukan karna pada dasarnya suami maupun istri mempunyai
kedudukan yang sama dalam menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.
Dari sinilah kemudian banyak pemerhati isu tentang perempuan yang

menyatakan bahwa kekerasan pada perempuan khususnya dalam hal kekerasan

'8 Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
' Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat..., 223.



hak reproduksi yang menimbulkan salah satu poin dari RUU KKG yang telah
dibahas adalah dalam hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.”’

Berbagai kasus kekerasan yang telah dialami oleh perempuan
menimbulkan berbagai pendapat yang muncul sehingga menimbulkan pro
kontra bagi masyarakat dan berbagai pemerhati ahli hukum yakni adanya
respon dari pihak-pihak yang menyatakan setuju (pro) dengan di tunjukkan
oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga yakni respon yang
bersifat akademik dan proposional mereka berharap bahwa RUU KKG ini
dapat menjadi payung hukum dalam menguatkan hak-hak perempuan setara
dengan laki-laki, baik dalam pemanfaatan maupun memperoleh sifat positif
dalam kehidupan bermasyarakat.

RUU KKG diharapkan dapat menjadi acuan hukum secara
komperhensif yang menjamin terlaksananya kehidupan kesetaraan gender dan
menguatkan undang-undang dan aturan hukum yang ada.”’ Menurut Hamimi
Ilyas yang mengatakan bahwa, dalam RUU KKG ini sebenarnya tidak ada
masalah yang signifikan untuk dipersoalkan, Karena pada dasarnya konsep
RUU KKG ini dapat dilihat dengan perspektif ad-Din al-Qayyim , yang
dalam Alquran adalah kerangka bangunan dalam doktrin Islam sebagai upaya
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang syarat dengan rahmatan
lil’alamin. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Anggota Panja RUU KKG

Komisi VIII DPR-RI, bahwa setiap RUU tentu dimaksudkan untuk memberikan

* Djana Martiany, “Pro Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)”, Info Singkat
Kesejahteraan Sosial, No. 10, Vol. 4 (Mei, 2012), 10.
21 1

Ibid.
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kebaikan bagi masyarakat, termasuk RUU KKG yang memberikan titik tekan
pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang selama ini, masih
mengalami diskriminasi, ketidakadilan maupun tindakan kekerasan berbasis
gender yang banyak menimpa kaum perempuan merupakan fakta yang memang
terjadi di tengah masyarakat.?

Adapun respon pihak-pihak yang menyatakan negatif (Kontra)>
mengenai RUU KKG yakni argumen dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda
Indonesia (MIUM) yang menyatakan bahwa dari segi definisi gender terdapat
dalam pasal 1 Ayat 1 yang bertentangan dengan ajaran Islam. yang
menyebutkan bahwa "Gender adalah pembedaan perempuan dan laki-laki yang
merupakan hasil konstruksi sosial budaya” dalam hal pembagian peran antara
laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah berdasarkan konstruksi budaya,
akan tetapi wahyu dalam Al-Qur’an. Begitu pula dengan pasal 1 ayat 2 yang
menyebutkan bahwa “Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya
disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra
sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya,
mengontrol, berpartisipasi, dan memeroleh manfaat pembangunan” konsep ini
dianggap bertentangan dengan konsep kesetaraan dalam Islam, dimana laki-
laki dan perempuan tidak dapat diserahkan dalam semua hal.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Tatik Rahayu, Wakil Ketua Forum
Komunikasi Majelis Taklim Lampung yang terkait dengan pasal 11 huruf a

RUU KKG, yang menyebutkan “perlindungan untuk memilih suami atau istri

21bid., 10.
3 Ibid.
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tanpa paksaan dan atau tekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan” bahwa jika pasal tersebut tetap dibiarkan maka celah untuk
melegalkan pernikahan sesama jenis. pendapat lain yang menyatakan kontra
juga ada dari Organisasi perempuan Muslimat Hidayatullah menyampaikan
penolakan terhadap RUU KKG dengan argumentasi bahwa kaum laki-laki
adalah pemimpin bagi kaum perempuan. 2

Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai RUU KKG
yang ditinjau dari perspektif mas/ahah, penulis akan menjelaskan tentang teori
maslahah menurut hukum Islam kemudian menjelaskan isi rancangan undang-
undang kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan pemaparan diatas penulis
tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan judul “Analisis
Maslahah Terhadap Ketetapan Hak Istri Menentukan Jumlah Anak dan Jarak

Kelahiran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan

Gender”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang hak
menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam rancangan undang-
undang kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karna itu dapat diuraikan
mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini maka dapat di

identifikasi masalah sebagai berikut:

?* Diana Martiany, “Pro Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)”, Info Singkat
Kesejahteraan Sosial, No. 10, Vol. 4 (Mei, 2012), 10.
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a. Isutentang keluarga berencana (KB).

b. RUU KKG yang dianggap sebagai gerakan feminisme yang dipengaruhi
oleh dunia barat.

c. Ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam
RUU KKG

d. Isu adanya keluarga yang menganggap bahwa perlu adanya peraturan
tentang pembatasan kelahiran, namun ada isu lain juga merasa tidak
perlu adanya peraturan tersebut.

e. Analisis maslahah terhadap ketetapan hak istri dalam menentukan
jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG.

2. Batasan Masalah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat di identifikasi masalah dan
kekhawatiran, kesalahpahaman yang akan datang dalam penelitian ini maka
perlu diberikan suatu batasan masalah yang merupakan batasan terhadap
masalah yang akan diteliti, maka batasan masalah dalam penelitian harus
ada sebagai berikut:

a. Ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam
Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

b. Analisis maslahah terhadap hak menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan

Gender.

C. Rumusan Masalah
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Rumusan masalah adalah beberapa pernyataan yang timbul berdasarkan
judul maupun latar belakang masalah yang diteliti. Maka penulis merumuskan
beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam

RUU KKG?

2. Bagaimana analisis mas/ahah terhadap hak istri menentukan jumlah anak

dan jarak kelahiran dalam RUU KKG?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran
keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan
dan kesamaan dalam penelitian ini. Adapun kajian penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ernawati pada tahun 2010, Mahasiswa
Universitas Ilmu Kesehatan ‘Aisyiyah Yogyakarta yang berjudul
Partisipasi Suami dalam Program Keluarga Berencana di Kampung
Jogonegaran Yogyakarta. Penelitian yang di lakukan oleh Ernawati ini
tentang partisipasi suami dalam mendukung (pengambilan keputusan)
istri dalam penggunaan alat kontrasepsi tergolong kurang dan mayoritas

berpartisipasi cukup dalam memberikan dukungan fisik (tenaga dan
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financial) untuk program KB juga dalam merencanakan jumlah anak
dengan cara melihat kesehatan reproduksi istri.”

2. Jurnal yang ditulis oleh Nunung Nurjanah dan Tiara Dewi Septiani pada
tahun 2013, Mahasiswa Stikes Jendral A. Yani Cimahi yang berjudul
Hubungan Jarak Kelahiran dan Jumlah Balita dengan Status Gizi Di RW
07 Wilayah Kerja Pukesmas Cjerah Kota Bandung. penelitian yang di
lakukan Nunung Nurjanah dan Tiara Dewi Septiani ini membahas atau
mengkaji tentang bahwa ibu yang memiliki balita agar mengatur jarak
kelahiran dan jumlah balita yang di miliki agar setatus gizi balita baik dan
sehat.*®

3. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Lestari Utami pada tahun 2013,
Mahasiswa Universitas Institut Pertanian Bogor yang berjudul Pengaruh
Pengambilan Keputusan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga.
penelitian yang di lakukan Anggi Lestari Utami ini membahas mengenai
pengambilan keputusan perempuan yang di lihat berdasarkan keputusan
yang di ambil oleh istri, suami, bersama setara, keluarga luas, dan PLKB
menunjukan bahwa perempuan memiliki kontrol yang tinggi terhadap
keikut sertaan program KB (Keluarga Berencana), menentukan alat
kontrasepsi yang di gunakan, menentukan jumlah anak lahir, memilih

proses persalinan, dan menentukan jarak anak.

» Ernawati, “Partisipasi Suami dalam Program Keluarga Berencana di kampung Jogonegaran
Yogyakarta” (Skripsi--Universitas [lmu Kesehatan ‘ Aisyiyah Yogyakarta, 2010), 86.

*® Nunung Nurjanah dan Tiara Dewi Septiani, “ Hubungan Jarak Kelahiran dan Jumlah Balita
dengan Status Gizi Di RW 07 Wilayah Kerja Pukesmas Cjerah Kota Bandung”, Keperawatan,
No. 1, Vol. 3 (Maret, 2015), 7.



15

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Fitri pada tahun 2016, Mahasiswa
Universitas Bandar Lampung yang berjudul Hubungan Tingkat
Pendidikan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi dengan Jumlah Anak yang
di lakukan Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Pemanggilan
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. penelitian yang dilakukan
oleh Ayu Fitri ini tentang hubungan tingkat pendidikan dengan jumlah
anak yang di lahirkan oleh wanita atau pasangan usia subur dan hubungan
antara penggunaan alat kontrasepsi dengan jumlah anak yang di lahirkan
wanita pasangan usia subur.”’

5. Jurnal yang ditulis oleh Eny Qurniawati dan Bisma Murti pada tahun
2015, Magister Kedokteran Keluarga Program Pascasarjana UNS yang
berjudul Hubungan Usia Ibu Hamil, Jumlah Anak, Jarak Kehamilan
Dengan Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Di BPM Titik
Hariningrum Kota Madiun. Penelitian yang dilakukan oleh Eny
Qurniawati dan Bima Murti ini membahas tentang hubungan secara
statistik signifikan antara usia ibu hamil, jumlah anak dan jarak kelahiran
dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan mempunyai resiko tinggi
tidak aman.

Berdasarkan empat penelitian diatas, jelas bahwa penelitian yang akan
diangkat oleh penulis yang berjudul “Analisis Maslahah terhadap ketetapan

hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam Rancangan

" Ayu Fitri, “ Hubungan Tingkat Pendidikan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi dengan Jumlah
Anak yang di lakukan Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Pemanggilan Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi--Universitas Bandar Lampung, 2016), 55.
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Undang-Undang kesetaraan dan keadilan gender” belum pernah dibahas dan
bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya karena
penulis lebih mengkaji mengenai ketetapan hak istri menentukan jumlah anak

dan jarak kelahiran dalam RUU KKG.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana
rumusan masalah di atas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan
terperinci mengenai penelitian ini. Adapun penelitian ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:
1 Mengetahui ketetapan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak

kelahiran dalam RUU KKG.

2 Menganalisis maslahah ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan

jarak kelahiran dalam RUU KKG.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teoritis
Dalam pandangan teoritis bermaksud agar dari hasil penelitian ini
diharap dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis
juga pembaca khususnya bagi pasangan suami istri yang akan menentukan
hak atau mengambil suatu keputusan di mana suami istri berhak atas
menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran sehingga disini

istri/perempuan juga berhak akan pelayanan kesehatan yang baik dan dapat
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diterima pendapat juga keputusannya dalam menentukan jumlah anak dan
jarak kelahiran. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan
juga dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Praktis

Dalam pandangan praktis ini bermaksud agar dapat memberikan
hasil dari penelitian yang diharapkan dapat menjadi refrensi bahwa setiap
keluarga yakni suami istri berhak atas memutuskan suatu hal yang dapat
dibicarakan bersama-sama dalam ketetapan hak istri menentukan jumlah

anak dan jarak kelahiran.

G. Definisi Oprasional

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari adanya kesalah
fahaman akan tafsir terhadap judul dalam skripsi, maka penulis memberikan
pengertian atau penegasan terhadap judul yang akan di angkat. Hal ini
bertujuan agar pembahasan tidak meluas tanpa arah serta menghindari
keambiguan. Untuk mempermudah peneliti akan menjelaskan beberapa istilah
yang merupakan kata kunci dalam judul. Adapun dalam penelitian ini kata

kunci yang perlu penjelasan sebagai berikut:
1. Maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam

rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.”®
2. Hak adalah suatu pemegang/pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu
yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari diantaranya adalah hak

kemerdekaan, hak bebas dari rasa takut, hak untuk tentram, hak untuk

% Nasrun Haroen, Ushul Figh I (Jakarta: Logos, 1996), 114.
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dilindungi dan melindungi, sedangkan menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran adalah hak dimana dalam menentukan keturunan merupakan hak
berserikat antara suami dan istri, tidak boleh salah satu dari mereka
mencegahnya tanpa izin yang lain, sehingga dalam hal ini yang dimaksud
adalah hak yang diatur dalam rancangan undang-undang kesetaraan dan
keadilan gender.”’

3. RUU KKG adalah rancangan undang-undang yang mana kondisi relasi
perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan
yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan

memperoleh manfaat pembangunan.3 y

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat
memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan
dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.”' Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada
aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Adapun
data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas data yang di

kumpulkan penulis yakni dokumen dari RUU KKG

29 Poerwadarminata, Kamus Besar Bahasa Indonesia ..., 174.
3% Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
3! Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2000), 10.
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2. Sumber Data
Sumber data adalah yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang
dicari.** Demi untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian
ini, maka digunakan dua sumber data, yaitu:
a. Sumber primer
Sumber Perimer adalah data yang bersifat utama dan penting yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan
dan berkaitan dengan penelitian.”> Dalam hal ini peneliti mengambil
penelitian dari Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan
Gender.
b. Sumber sekunder
Sumber Sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung
data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang
mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian ini
seperti buku-buku atau internet. Adapun sumber data sekunder yang di
jadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:**
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

32 Saifudin Azwar, Merode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 132.
34 1.

Ibid.
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2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014
tentang kesehatan reproduksi.
3) Seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan, karangan Dr. Yati
Afiyanti,SKp.,MN. Dan Anggi Pratiwi, Skep.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan
identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal,
web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul
penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan
kajian tentang RUU KKG. Adapun untuk memperoleh data yang akurat
dan bisa digunakan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka
dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode studi pustaka
dimana penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka dengan cara data
yang dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun sumber hukum
Islam yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.™

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang akan
dilakukan oleh penulis adalah teknis analisis data. Teknik yang dipakai
dalam analisis adalah dengan menggunakan Metode Deskriptif’ Analisis,

yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data

3% Jonathan Sarwono, Pintar Menulis Karangan Ilmiah (Y ogyakarta: ANDI, 2010), 35.
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hasil penelitian yang diperoleh penulis dari data atau bahan pustaka yang

berkaitan dengan masalah yang diangkat.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka
penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara
bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing dapat diuraikan
menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun
sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori tentang maslahah yang berisi
mengenai pengertian maslahah, dasar hukum adanya maslahah, macam-
macam maslahah, syarat dan rukun maslahah dan hak menentukan jumlah
anak dan jarak kelahiran dalam hukum islam.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang ketetapan hak istri menentukan
jumlah anak dan jarak kelahiran dalam rancangan undang-undang kesetaraan
dan keadilan gender yang meliputi Sejarah RUU KKG, latar belakang RUU
KKG, isi dari RUU KK G, hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.

Bab keempat, adalah analisis maglahah terhadap ketetapan hak istri

dalam menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG. Dalam
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bab ini berisi analisis terhadap ketetapan hak istri menentukan jumlah anak
dan jarak kelahiran dalam RUU KKG dan analisis maslahah terhadap
ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU

KKG.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

KERANGKA TEORI TENTANG MASLAHAH

A. Konsep Maslahah dalam Hukum Islam
1. Pengertian Maslahah

Kata “maslahah” secara etimologi sama dengan manfaat baik dari
segi lafal ataupun makna, maslahah juga berarti manfaat atau suatu
pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat
beberapa definisi mas/ahah yang ditemukan ulama ushul figh, namun dari
seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama, dalam hal ini juga
menurut Imam al-Ghazali, yang dikutip oleh Nasrun Haroen, menyatakan
bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak
kemudharatan dalam rangka untuk memelihara syara’.! Manfaat yang
dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga agama,
jiwa akal, keturunan, dan hartan untuk mencapai suatu ketertiban nyata
antara pencipta dan makhluk-Nya.

Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan
pada kenikmatan dengan kata lain tahsil al-ibga’. Maksud dari kata tahsil
adalah himpunan kenikmatan yang secara langsung, sedangkan yang yang
dimaksud dengan ibga adalah suatu penjagaan terhadap kenikmatan
tersebut dengan cara menjaga dari segala kemadharatan dan sebab-

sebabnya.

! Nasrun Haroen, Ushul Figh I (Jakarta: Logos, 1996), 114.
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Dengan demikian mas/ahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak
mempunyai dasar dalil, namun juga tidak ada pembatasannya. Akan tetapi
jika ada kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat yang
keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut,
kemudian telah ditemukan yang sesuai dengan syara’, yakni suatu
ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau yang
menyatakan suatu manfaat, dengan ini maka akan tampak tujuan utama
dari maslahah yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga
kemanfaatan.

Abu Nur Zuhair pernah berpendapat yang mana telah dikutip oleh
Rachmat Syafe’i, menyatakan bahwa a/-maslahah al-mursalah adalah suatu
sifat yang sesuai dengan hukum, namun belum tentu diakui atau tidaknya
oleh syara’.2 Abu Zahra menyatakan bahwa suatu maslahah yang sesuai
dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, namun
tidak ada dasar yang menjelaskan secara khusus menjadi bukti diakui atau
tidaknya.?

Imam Al-Ghazali, dikutip oleh Rachmat Syafe’i, menyatakan bahwa
setiap maslahah yang kembali kepada pemeliharaan syara’ yang diketahui
dari alquran, as-Sunnah dan ijma’ akan tetapi tidak dipandang dari ketiga
dasar tersebut secara khusus dan tidak pula melalui metode giyas, maka
dipakai al- maslahah. Cara mengetahui mas/ahah yang sesuai dengan tujuan

itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari al-Qur’an,

? Rachmat Syafe’i, Zlmu Ushul Figih (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 119.

3 Ibid.
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Sunnah, garinah-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Artinya terlepas dari
dalil-dalil yang secara khusus namun termasuk pada petunjuk umum dari
beberapa dalil syara’.*

Imam al-Ghazali memandang bahwa sesuatu yang mengandung
kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan
dengan tujuan-tujuan manusia, karna kemaslahatan manusia tidak
selamanya didasarkan pada kehendak syara’ akan tetapi sering didasarkan
pada kehendak hawa nafsu, misalnya pada zaman jahiliyah para wanita
tidak mendapatkan bagian dalam harta warisan yang menurut mereka hal
tersebut mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan adat istiadat
mereka, namun pandangan ini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan
kehendak syara’ karnanya tidak dinamakan mas/ahah, oleh karna itu Imam
al-Ghazali yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan
kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan semata-mata
atas dasar kehendak dan tujuan manusia.’

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa pembentukan hukum
berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata hanya untuk kemaslahatan
manusia dalam artian untuk mencari sesuatu yang menguntungkan, dan
juga untuk menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

Maslahah merupakan suatu yang berkembang berdasar pada
perkembangan disetiap lingkungan, mengenai pembentukan hukum ini

memang terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi

* Rachmat Syafe’i, Zimu Ushul Figih ..., 119.
> Nasrun Haroen, Ushul Figh ..., 114.
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pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada

suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu,

tetapi mudharat pada lingkungan lain saja.’Adapun dalil tentang
kedudukan maslahah antara lain sebagai berikut:’

a. Pada dasarnya permasalahan tentang perbaikan manusia akan selalu
muncul dan tidak akan berhenti. Jadi jika seandainya tidak
menggunakan maslahah mursalah maka tidak dapat mengatur
permasalahan-permasalahan yang akan datang yang akan timbul untuk
memperbaiki manusia.

b. Sudah banyak orang yang menggunakan mas/ahah yakni dari sahabat,
tabi’in dan para mujtahid. Mereka semua menggunakan maslahah al-
mursalah untuk menunjukkan kebenaran yang dibutuhkan, seperti
sahabat Abu Bakar yang telah mengumpulkan mushaf-mushaf lalu
dijadikannya menjadi alquran.

Tujuan syara’ yang harus dipelihara menurut al-Ghazali, ada lima
bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila
seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara,
kelima aspek tujuan syara’ di atas, maka dinamakan mas/ahah, disamping
itu juga upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan

dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut, juga di namakan mas/ahah.

Miftahul Arifin, Ushul figh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media,
1997), 143.
"Rachmat Syafe’i, [/mu Ushul ..., 125.
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Dalam hal ini juga Imam al-Syathibi, di kutip oleh Amir Syarifudin
berpendapat bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara
kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua
kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan
syara’ di atas termassuk kedalam konsep maslahah, dengan demikian menurut
al-Syathibi kemaslahatan dunia yang dicapai seseorang hamba Allah harus
bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.®

2. Dasar Hukum Maslahah

Adapun sumber hukum yang menjelaskan tentang maslahah yang
terdapat pada beberapa ayat dalam al-Quran, antara lain terdapat pada surat
Yunus ayat 57-58:

{ov }oamball 855 (s385 jpddal (3 W 3Uis 285 2 Al 2SGa15 36 20 T

{on}osaZ G s 5b il WS i 1 Lo, o

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (57)
Katakanlah: ‘Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan
itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik
dari apa yang mereka kumpulkan.(58) (Yunus: 57-58).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seberapa sulitnya jalan yang akan di
tempuh oleh hambah-Nya, pasti akan dapat terselesaikan, karna Allah Swt.

Telah memberi pedoman hidup yakni al-Quran, oleh sebab itu manusia dapat

8 Amir Syarifudin, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2008), 329.
? Departemen Agama RI, Alguran dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976 ), 215.
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membedakan mana pekerjaan yang baik dan mana pekerjaan yang akan di
kutuk-Nya. "

Firman Allah dalam surat al-Baqgarah ayat 185:

{vae om0 N5 20 el a8

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu....” (QS. Al-Baqarah 185). /

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memberikan
kemudahan kepada hambanya dalam melaksanakan syari’at-Nya, contohnya
seperti bolehnya musafir dan orang sakit untuk tidak melaksanakan puasa.

Selain dari ayat-ayat yang ada di atas terdapat pula dalam Hadist Nabi
yang berbunyi:

mz 3l Osney pr QY1 : phovg ade B o ) Sy JB JB wie B 38 o e
..... G e 63V ab L) Labsly (il §) &) ¥ b Lekiasls cins Osns

“Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, Imam itu
lebih dari tuju puluh bagian, yang tertinggi yaitu syahadah dan yang
paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan
di jalanan..” (HR. Bukhari)."”

3. Macam-Macam Maslahah
Para ahli ushul figh mengemukakan beberapa pembagian dalam

maslahah, yang dapat dilihat dari segi keberadaan menurut syara’ terbagi

menjadi 3 (tiga) bagian:"

' Hamka, Tafsir al-Azhar Juz XI (Jakarta: Pustaka Panji Mas,1984), 235.
" Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya ..., 67.

'2 Shahih Bukhari Muslim (Bandung: Jabal, 2011), 27.

3 Amir Syarifudin, Ushul Figh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 373.
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a. Maslahah al-mu’tabarah yakni maslahah yang diakui secara eksplisit oleh
syara’ dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Yang disepakati oleh
para ulama’ bahwa mas/ahah jenis ini merupakan hujjah shar’iyah yang
valid dan otentik. Manifestasi dari jenis a/-mas/ahah ini ialah aplikasi dari
giyas.

b. Maslahah al-mulghah, merupakan sesuatu yang dianggap maslahah oleh
akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan
dengan ketentuan syari’at. Misalnya, anggapan bahwa menyamakan
pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah maglahah.
Akan tetapi, kesimpulan seperti kesimpulan seperti ini bertentangan
dengan ketentuan syari’at, yaitu ayat 11 Surat an-nisa’ yang menegaskan
bahwa pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan
bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat disisi Allah."

c. Maslahah al-mursalah yaitu yang tidak diakui secara syara’ dan tidak pula
ditolak dan dianggap batil oleh syara’, namun hal ini masih sejalan secara
substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang wuniversal. Misalnya:
kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah di atas yang mengenai perpajakan tidak dapat
diakui secara syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’,

namun kebijakan diatas justru sejalan dengan kaidah hukum yang universal.

4 Satria Efendi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2005), 149.
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Macam-macam maslahah dilihat dari segi berubah atau tidaknya
maslahah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul figh di
Universitas al-Azhar Mesir, yang dikutip dalam buku Nasrun Haroen."”

Pertama, maslahah al-thabit adalah kemaslahatan yang bersifat tetap,
yang tidak akan berubah sampai akhir zaman, seperti, kewajiban beribadah,
seperti sholat, puasa, zakat dan haji.

Kedva, maslahah al-mutaghayyirah merupakan kemaslahatan yang
berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum,
kemaslahatan yang seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan
adat kebiasaan, seperti dalam masalah makan-makanan yang berbeda-beda
antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

. Syarat dan Rukun Mas/ahah

Tidak semua mas/ahah dapat digunakan sebagai hujjahm sehingga disini
terdapat berbagai ketentuan yang dapat dijadikan suatu maslahah dari
beberapa ulama’:

a. Menurut al-Ghazali:
1) Maslahah itu sejalan dengan tindakan syara’.
2) Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’.
3) Maslahah itu termasuk dalam ketegori maslahah yang dharuri, baik yang
menyangkut kemaslahatan pribadimaupun orang banyak dan universal

yakni berlaku untuk semua orang.'®

15 A. Maskur Anbhari, Usul Figh (Surabaya: Diantama, 2008), 103.
1671
Ibid.
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b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqasid yang dikutip oleh Amir

Syarifudin:'’

1))

2)

3)

Yang akan menjadi sandaran maslahah itu selalu petunjuk syara’,
bukan semata berdasarkan akal manusia, karna akal manusia itu
tidaklah sempurnah, karna bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi
waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh oleh lingkungan dan
dorongan oleh hawa nafsu.

Maslahah dalam pandangan syara’ tidak terbatas untuk kepentingan
dunia saja tetapi juga untuk akhirat.

Maslahah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak
enak jika dalam artian fisik jasmani saja, namun juga enak dan tidak

enak dalam artian mental spritual atau secara rohaniyah.

c. Maslahah menurut Imam Malik'®

)

Adanya kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’ah (magqasid al-
shari’ah). Dengan ini persyaratan yang berarti mas/ahah tidak boleh
menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil
yang gat’’. Namun harus sesuai dengan maslahah yang diwujudkan
oleh syari seperti jenis maslahah yang tidak asing, meskipun tidak

diperkuat dengan adanya dalil khash.

17 A. Maskur Anbhari, Usul Figh ..., 103.
'8 Amir Syarifudin, Ushul Figh ..., 326.
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2) Maslahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat sesuai dengan
pemikiran yang rasional, di mana diharapkan jika seandainya diajukan
kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

3) Penggunaan dalil maslahah ini merupakan rangka menghilangkan
kesulitan yang mesti terjadi, seandainya mas/ahah yang dapat diterima
akal itu tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.

Dari beberapa pendapat ulama’ di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
maslahah harus sesuai dengan kehendak syara’ yang tidak bertentangan
dengan dalil-dalil syara’ bukan hanya yang sesuai dengan akal rasionalitas dan
nafsu manusia saja, maslahah juga harus mendatangkan manfaat dan
menghindari mudharat (keinginan atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi
jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan didunia dan diakhirat.
Maslahah juga harus berlaku umum, baik untuk pribadi ataupun untuk semua

orang.

B. Hak Menentukan Jumlah Anak dan Jarak Kelahiran dalam Hukum Islam
1. Pengertian Keluarga Berencana (KB) “ Family Planning”
Keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat
yang di ikat dengan adanya perkawinan yang sah yang di sebut dengan
keluarga inti, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan

keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat.”’

' Alfauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan”, Lentera, No.
1, Vol. 3 (Mei, 2017), 3.
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Menurut Zuhairini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam
Keluarga,” menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya yang didasari
oleh hubungan darah atau hubungan perkawinan. Oleh karena itu
pengertian keluarga dalam arti sempit adalah suatu bentuk masyarakat
terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan
pengertian keluarga dalam arti luas adalah meliputi ayah, ibu, nenek,
kakek, saudara atau kerabat-kerabat yang dekat.”” Mahmud Syaltut
mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau
usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya
sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang
bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.”!

Keturunan dan Sandaran Keturunan Kepada Kedua Orang Tua yakni
dengan adanya kapan akad sah terjadi, maka ditetapkan hak masing-masing
mereka dalam melahirkan keturunan, membesarkan anak-anak, dan
menisbatkan keturunan kepada mereka, bagi salah satu dari suami dan istri
tidak boleh menghalangi hak pasangannya, baik dalam keturunan, mendidik
anak dan menisbatkan keturunannya. Sebagaimana juga haram bagi siapa
yang menghalangi mereka dari hak ini, karna tujuan yang paling tinggi dari
pernikahan adalah melahirkan anak. Allah berfirman:

{var}o S0 e G ks Shgay 0V6

“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah
ditetapkan Allah untukmu”. (QS. Al-Baqarah (2): 187)*

20 Zuhairini, Pendidikan Islam dalam Keluarga (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), 1.
! Alfauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan” ..., 3.
22 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya ..., 69.
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Dari segi makna ayat di atas menjelaskan bahwa, carilah anak yang di
takdirkan Allah untuk memakmurkan bumi, umat menjadi bangkit dan
maju dan anak-anak kita hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dalam buku figih munakahat menjelaskan pada pembahasan
“Siapakah Pemilik Hak Dalam Keturunan” Seperti yang di katakan oleh
Imam Al-Ghazali dalam buku figih munakahat karangan Abdul Aziz
Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan bahwa,
keturunan haknya bapak saja, baginya mempunyai hak melarang jika mau,
tanpa seizin istri. Para ulama menganggap lemah pendapat tersebut
berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Abi
Said Al-Khuddri:

b Bl 81 g, 8 35
“Barang siapa yang meninggalkan menikah karna takut banyak
tanggungan keluarga tidak tergolong dari kami." *

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Ahad
dari sabda Nabi ketika ditanya tentang ‘az/ (menumpahkan air sperma di
luar faraj istri) dianggap sebagai penguburan tersembunyi.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa keturunan merupakan hak
berserikat antara suami dan istri, tidak boleh salah satu dari mereka
mencegahnya tanpa izin yang lain. Mayoritas ulama, antara lain Abu
Bakar, Umar, dan Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa mencegah kelahiran
anak hukumnya makruh karna dari hak umat dan karna adanya
pengecualian keturunan, sementara Rasulullah menganjurkan kita agar

memperbanyak keturunan. Seperti dalam sabda Rasulullah “Hendaklah

2 Ali Ahmad al-Qulaishi, A/-Usrah £i al-Shariah al-Islamiyah (Sana’a: Dal al-Nashar 1i al-
Jami’ah, 2008), 242.



35

kalian menikah, berketurunan, dan perbanyaklah.” (HR. Abd Ar-Razaq dan
Al-Baihaqi)**

Segolongan fuqaha’, di antaranya Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm
berpendapat, haramnya mencegah kelahiran anak, mereka memenangkan
hak umat pada anak dari pada hak kedua orang tua. Mereka berkata: “ ‘az/
itu memutuskan keturunan yang dituntut pernikahan secara syara”. Di sini
juga ada pengalihan irigasi dari lembahnya yang dibutuhkan untuk
menumbuhkan dan membuahkan agar bermanfaat bagi manusia dan
memakmurkan bumi.

Al-Marhum Syaikh Syaltut berkomentar bahwa pendapat jumhur
ulama yang tampak kurang penuh perhatiannya terhadap hak umat dalam
keturunan dengan menjelaskan bahwa bukan berarti melalikan sisi umat
dan melakukakan penguatan dengan keturunan. Sesungguhnya pendapat
mereka timbul dari iktikad mereka bahwa hak umat ditanggung sehingga
tidak perlu di khawatirkan.”

2. Keharaman Pembatasan Keturunan (KB)

Islam menolak adanya ungkapan ini dan tidak merelakanya, karna

pembatasan keturunan mengandung makna tidak percaya kepada Allah

yang akan menanggung rezeki. Sebagaimana firman Allah Swt:

- W B T Looze 8. (z5%Ze 8 alo.. (.30 “ PN o o w8TL o -
g;)b's L}/:}; b L@-ij.:MMj Uhjtz.:.w.ﬂ (..lx_g.) LGJJQ f.U\ L}l" Yl qu ‘}“ L% ;\g‘.} e (4

NC .
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24 1y
Ibid.

> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat (Jakarta:

Amzah, 2011), 242.
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“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-
lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam
binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam
Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).” (QS. Hud : 6)*

Orang-orang yang mempropagandakan pembatasan keturunan juga
mempropagandakan untuk meringankan beban hidup bagi individu dan
umat. Mencegah kehamilan karna fakir atau takut fakir seperti membunuh

anak. Allah telah melarang hal ini dengan firman-Nya:

o o 2459 T g

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut

kemiskinan” (QS. Al-An’am : 151)%

Ayat diatas memberi tahu tau bahwa Allah telah memberi rezeki
pada orang tua terlebih dahulu kemudian Allah menjamin bahwa memberi
rezeki kepada anak-anak dan rezeki anak-anak tidak mengurangi rezeki
orangtua.

S Bl 8724135 81 5 287015 488 02 5 5o ke (5N T3l s

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan

juga kepadamu.” (QS. Al-Isra’ : 31) *®

Ayat diatas memberikan inspirasi kepada orang yang percaya kepada
tuhannya agar memperbanyak keturunan agar rezekinya diperluas Allah.
Syarat yang dibolehkan Islam dalam Hak Menentukan Jumlah Anak dan
Jarak Kelahiran

Ada beberapa kondisi boleh KB dalam hukum Islam yakni dengan

adanya KB melalui alat kontrasepsi, ‘az/, atau yang lain demi untuk

penjarangan kehamilan namun, untuk beberapa kondisi:

?® Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya ..., 222.

7 Ibid.
2 Ibid.

, 285.
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a. Ketika kehamilan dan kelahiran beruntun bagi ibu yang sulit dan tidak

mampu merawat anak-anaknya, menyebabkan penderitaan yang tidak
dapat diemban, dan suami tidak dapat mendatangkan pembantu dalam
pendidikan. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan bagi ibu untuk
melakukan program KB. Karna sesungguhnya Allah menghendaki
hambanya dalam hal yang mudah, sebagaimana firman Allah Swt:

23 38 8 Ng 2 1Sy

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu.” (QS.Al-Bagarah : 185)*°

C}&;éﬂw\@w Ao Jas g
“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan
untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj : 78)*

. Jika wanita hamil dikhawatirkan bahwa susunya yang dibutuhkan

anaknya sampai sebelum disapih kering. Padahal ibunya sendiri
dinyatakan sebagai ibu susu karna tidak ada lagi seorang ibu susu dan

adakalanya anak tidak menerima susu orang lain.

. Jika kedua orangtuanya berada dinegara yang dikhawatirkan terjadi

bencana atau musuh yang akan mengenai anaknya. Bagi mereka boleh

menangguhkan kehamilan sehingga aman.

. Jika kedua orangtua atau salah satunya terkena penyakit menular dan

dikhawatirkan akan menular pada anak, keduanya boleh menangguhkan

kehamilan sampai sembuh benar.

4. Manfaat Menentukan Jumlah Anak dan Jarak Kelahiran

¥ Departemen Agama R, Alquran dan Terjemahannya ..., 285.

30 Ibid.
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Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan
dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan
esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan
kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang
dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan, maka tidak
diragukan lagi kebolehannya dalam Islam.’’

Adapun menurut Hamid Laonso dalam bukunya yang berjudul
Hukum Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan KB yang mendapat
legitimasi dari syariat Islam jika aktifitas tersebut berorientasi pada
konteks menjarangkan, bukan membatasi keturunan. Karena dengan
memperhatikan hal-hal berikut:**

a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu, namun
kekhawatiran ini harus dilaksanakan berdasarkan indikasi dari dokter
yang dapat dipercaya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS al-Baqarah ayat 195:

S48t 8 & B2t il Vs o o ,AaR
M\

“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.”*’
b. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak

kelahiran anak terlalu dekat. Kebolehan melakukan KB antara lain

3! Emilia Sari, “Keluarga Berencana Perspektif Ulama’ Hadits”, Sosial & Budaya syar-i. No. 1,
Vol. 6 (Januari, 2019), 58.

* Ibid.

33 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya ..., 30.



39

karena untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan

anak, mempertimbangkan biaya hidup berumah tangga.

Di dalam Alquran dan Hadis, yang merupakan sumber pokok hukum
Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang
shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit.
Oleh karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum
Islam (kaidah fighiyah) yang menyatakan:

A3 e i Jig g= sy Ja¥is 038 g e

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil
yang menunjukkan keharamannya.”*

3% Emilia Sari, “Keluarga Berencana Perspektif Ulama’ Hadits”..., 58.



BAB III

KETETAPAN HAK ISTRI MENENTUKAN JUMLAH ANAK DAN JARAK
KELAHIRAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN
DAN KEADILAN GENDER

A. Sejarah RUU KKG

Awal dari lahirnya RUU KKG ini adalah rancangan yang diusung oleh
aparat Pemerintah yakni kementrian Negara pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Komisi VIII DPR-RI dan Ketua Panja (Panitia Kerja)
RUU KKG, yang menegaskan komitmen pemerintah mencapai kesetaraan
dan keadilan gender ini ialah bertujuan untuk harapan banyak permasalahan
yang harus segera ditangani, antara lain seperti: Angka Kematian Ibu (AKI)
yang sangat tinggi, HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap
perempuan yang semakin meningkat, kemiskinan, persamaan upah,
perdagangan orang dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. '

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin
setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan bersamaan dengan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjamin setiap orang
mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif. Karena RUU KKG ini yang akan memberikan titik tekan pada

perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang selama ini mengalami

' Diana Martiany, “Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan”, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, No. 10, Vol. 4 (Mei, 2013.), 10.

40
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diskriminasi, ketidakadilan maupun tindakan kekerasan berbasis gender yang
banyak menimpa kaum perempuan merupakan fakta yang terjadi.

Berhubungan dengan hal itu, komitmen Indonesia juga menegaskan
dalam ratifikasi konvensi PBB, yakni Convention On The Elimination Of All
Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap seorang wanita dan
merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling
komperhensif, dinamis juga progresif, yang khusus dibentuk untuk memenuhi
hak perempuan untuk penegakan pencapaian kesetaraan gender, bukan saja
secara de jure (pada prinsipnya) yang harus ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan tetapi juga secara de facto (pada praktiknya) pun wajib
diwujudkan dengan pendekatan berperspektif gender, khususnya dalam rangka
meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidup perempuan dalam rangka
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.”

Dari uraian di atas dapat diharapkan akan menjadi payung hukum yang
akan menguatkan hak-hak perempuan setara dengan laki-laki, baik dalam
pemanfaatan hasil pembangunan maupun memperoleh sikap positif dalam
kehidupan bermasyarakat. Agar dapat memberikan peluang sebesar-besarnya
kebaikan bagi masyarakat. Baik perempuan maupun laki-laki dan Indonesia
telah meratifikasi konvensi perempuan (CEDAW) hampir 27 tahun yang lalu,

sampai saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir disegala

2 Ibid., 6.
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bidang kehidupan, sehingga perempuan masih belum
mendapatkan/memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil
pembangunan, karna perempuan belum banyak yang dapat terlibat dalam
proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam
pelaksanaan pembangunan disemua bidang dan semua tingkatan.’

Hal ini berdampak pada kualitas hidup perempuan yang masih sangat
rendah yang dapat dilihat dalam indeks pembangunan manusia (Human
Development Index/HDI) dan indeks pembangunan Gender (Genderrelted
Development Index/GDI). Oleh karna itu kualitas hidup perempuan perlu
adanya peningkatan, dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka
kebutuhan perempuan dan laki-laki perlu diintegrasikan secara seimbang, yang
pada akhirnya perempuan dan laki-laki dapat menikmati hasil pembangunan
secara merata.

B. Latar Belakang dan Tujuan RUU KKG

Ketetapan lahirnya RUU KKG ini berawal dari usaha untuk melindungi
hak-hak setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak
laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama
dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah demi
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa

diskriminasi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan

3 Ibid.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjamin setiap orang
mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif.*

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi
Konvensi PBB, yakni Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan merupakan satu-satunya instrumen
hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang
khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara
menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada negara
untuk memenuhi hak perempuan yang menunjukkan adanya capaian hasil
nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir
hayat. Konvensi tersebut lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan
kesetaraan menikmati manfaat. Lebih lanjut, jaminan untuk penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga telah dinyatakan dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. °

Pelaksanaan untuk penegakan pencapaian kesetaraan gender, bukan saja
secara de jure harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi

secara de facto pun wajib diwujudkan dengan pendekatan yang berperspektif

* Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
5 .
Ibid.
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gender, khususnya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan
kualitas hidup perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender. Namun, sampai saat ini masih terdapat kendala dalam mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat dan pemerintahan. Kendala
dalam masyarakat seperti kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang
kehidupan, sedangkan kendala dalam pemerintahan seperti lemahnya
pemahaman mengenai konsep gender, belum tersedianya data terpilah gender
secara nasional, dan belum kuatnya komitmen pimpinan suatu lembaga
penyelenggara negara sehingga memperlambat jalannya proses pembangunan.
Selain itu, upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender juga belum
diatur secara komprehensif sehingga belum menjamin kepastian hukum.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dibentuk melalui suatu pengaturan yang
komprehensif dalam Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan
Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang
kehidupan. 9

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun
secara sistematis dalam 7 bab dan 39 pasal. Undang-Undang ini mengatur
mengenai hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa KKG diselenggarakan
di lembaga penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, korporasi, dan

lembaga masyarakat.

® Ibid.
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Dalam penyelenggaraan KKG, Presiden merupakan penanggung jawab
terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG dan wakil presiden merupakan
penanggung jawab tahap pelaksanaan dalam penyelenggaraan KKG. Untuk
melaksanakan penyelenggaraan KKG tersebut juga dibentuk tim KKG yang
terdiri atas Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan, di bidang perencanaan pembangunan
nasional, di bidang keuangan, dan di bidang dalam negeri. Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan
merupakan koordinator tim KKG tersebut. Selain itu, tim KKG dapat
memberikan penghargaan kepada lembaga penyelenggara negara di tingkat
pusat dan daerah, korporasi, dan lembaga masyarakat yang telah berhasil
mewujudkan tujuan penyelenggaraan KKG setelah mendapat masukan dari
masyarakat.’

Tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender
dalam pemahaman HAM, menyelengarakan tindakan khusus sementara guna
mempercepat tercapainya persamaan substantif di segala bidang kehidupan,
Menyelengarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungan
kesehatan reproduksi, Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan, Menghapus prasangka dan kebiasaan dan praktik lainnya yang
didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau

berdasarkan peranan perempuan dan laki-laki.

7 Ibid.
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Tujuan utama dari RUU KKG adalah untuk menghapus segala
diskriminasi dan melaksanakan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender,
baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan dalam pembangunan
nasional. Maka dari itu perlu dan penting RUU KKG ini untuk mempercepat
pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara laki-laki
dan perempuan dalam mengikuti hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya

C. Isi dari Pasal RUU KKG

Salah satu aspek yang diatur dalam RUU KKG ini adalah hak
menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran, aspek tersebut diatur dalam
bagian BAB II yakni Hak dan Kewajiban. Dalam bagian atau pasal 11 huruf b
angka 2 tersebut menjelaskan bahwa:®

Tindakan KKG dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf g dilaksanakan melalui:

1. Perlindungan untuk memilih suami atau istri tanpa paksaan dan/atau
tekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk
kelahiran.

a. Layanan pencatatan atas perkawinan tanpa Diskriminasi Gender.

b. Perlindungan atas hak untuk menentukan secara bertanggung
jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak
kelahiran.

c. Jaminan atas kedudukan dan tanggung jawab atas kepemilikan,
perolehan, pengelolaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan
peadministrasian harta benda kecuali yang sudah diatur dalam
undang-undang lainnya; dan

3. Pemberian peran dan tanggung jawab yang setara sebagai orang tua.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat dilihat bahwa RUU KKG ini

bertujuan untuk menjamin perlindungan atas hak untuk menentukan secara

8 Ibid.
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bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak
kelahiran, sehingga dapat dipahami bahwa dalam pasal tersebut menjelaskan
bahwa tidak boleh ada seorangpun yang bisa memaksa ataupun menekan pada
pihak lain untuk turut menentukan terkait dengan hak menentukan jumlah
anak dan jarak kelahiran. Dalam hal ini meskipun tidak dijelaskan secara jelas
tentang apa yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwa
Indonesia secara normatif dan secara faktual anak memang terlahir dari
sebuah perkawinan maka yang dimaksud dari pihak-pihak tersebut adalah
suami istri dan ketika kita merujuk pada data maka data tersebut yang bisa
melakukan atas pihak lain adalah suami terhadap istri.

Aturan ini memang cenderung baru dan bisa dikatakan sebagai tindakan
keras karena sebelumnya belum ada atauran yang secara sepesifik menjamin
atau melindungi hak perempuan ataupun hak laki-laki untuk turut serta
menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Karena selama ini yang
dilakukan oleh pemerintah hanyalah mendorong pentingnya KB baik itu
membatasi atau mengatur jumlah anak. Sehingga selama ini belum pernah ada
peraturan yang benar-benar bisa dijadikan payung hukum atau acuan untuk
melindungi hak seseorang perempuan dalam menentukan secara bertanggung
jawab dan tanpa paksaan.

Terkait dengan aspek lain yang bisa atau relevan dari beberapa isu

jumlah anak dan jarak kelahiran di antara dari peraturan itu adalah peraturan
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pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelengaraan pembangunan
keluarga sejahtera yakni pasal 12 (ayat 1) menjelaskan bahwa:’

1. Pemerintah kelahiran diselengarakan dalam rangka meningkatkan
kesadaran dalam menunda kehamilan pertama sampai pada usia ideal
melahirkan dan mengatur jarak kelahiran.

2. Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselengarakan melalui:

a. Penundaan kelahiran pertama sampai tercapai wusia ideal
melahirkan.
b. Perencanaan jumlah dan jarak kelahiran anak.

Jika peraturan diatas dapat terpenuhi maka pasangan usia subur dapat
mengerti seperti resiko-resiko yang akan dialami seperti jika kehamilan
dengan jarak terlalu dekat maka dapat berisiko untuk terjadi pendarahan,
anemia dan ketuban pecah dini, endometriosis masa nifas, kematian saat
melahirkan, sedangkan jarak yang terlalu jauh seperti ibu yang usianya lebih
dari 35 tahun memiliki waktu yang lebih pendek untuk dapat mengatur jarak
kelahiran antar anaknya karna semakin tua usia ibu maka akan berisiko untuk
kehamilannya seperti beresiko meningkatkan kejadian persalinan premature
dan berat bayi yang lahir rendah, sehingga penting bagi pasangan untuk dapat
merencanakan dan menentukan jarak kehamilan. "

Pada dasarnya jarak kelahiran yang cukup untuk membuat ibu dapat
kembali seperti semula dengan sempurna dan dapat merasa nyaman dengan
kondisinya, maka ibu dapat menciptakan pola asuh yang baik dalam mengasuh

dan membesarkan anaknya. jarak yang paling aman untuk ibu setelah

melahirkan yaitu antara 2 atau 4 tahun. jika jarak antara kehamilan yang

? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan

Pembangunan Keluarga Sejahtera.
"% Ibid.
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sebelumnya dan yang akan datang kurang dari 2 tahun perlu diwaspadai karna
akan ada kemungkinan pertumbuhan janin yang berakibat kurang baik bagi
janin dan persalinan yang lama atau pendarahan. '’

Jika semakin tinggi jumlah anak maka semakin tinggi pula dorongan
keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang ideal seperti program yang
telah ada dalam peraturan pemerintah yang menyarankan agar mengikuti
program keluarga berencana (KB). hal ini juga sejalan dengan program
pemerintah bahwa setiap keluarga disarankan mempunyai dua anak saja. jika
memiliki anak terlalu banyak akan menyebabkan kasih sayang orang tua pada
anak terbagi, jumlah perhatian yang diterima peranak menjadi berkurang.
Dengan demikian jika dengan memberikan jarak yang cukup pada kehamilan
berikutnya dan jumlah anak yang sesuai dengan program yang disarankan oleh
pemerintah, maka akan menimbulkan hal sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan ibu dan anak.
2. Ikatan emosional keluarga juga menjadi lebih sehat.
3. Kondisi pereknomian rumah tangga dapat terkontrol dengan baik.

Dengan ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan jumlah anak yaitu:
1. Kematangan sosial ekonomi
2. Psikologi pasangan
3. Umur pasangan

4. Pengaruh sosial budaya

1 bid.
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5. Lingkungan
6. Pekerjaan maupun status kesehatan pasangan
7. Peranan komunikasi suami istri

Oleh karna itu, pemerintah dan badan kesehatan diharapkan untuk
memberikan edukasi bagi setiap pasangan usia subur agar dapat mengetahui
dan mengerti perlunya merencanakan dengan baik jarak kelahiran sejak awal
pernikahan. karena sebagian besar dari mereka tidak tahu jarak ideal yang pas
untuk kehamilannya dan kurangnya pemahaman mengenai usia yang ideal
bagi wanita untuk dapat hamil dan melahirkan, dalam peraturan pemerintah
tentang penyelengaraan pembangunan keluarga sejahtera pada pasal 13
menjelaskan bahwa usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:
1. Risiko akibat melahirkan.
2. Kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan masa

diluar kehamilan dan persalinan.

3. Derajat kesehatan reproduksi sehat.
4. Kematangan mental, sosial, ekonomi dalam keluarga.

Semakin tinggi usia ibu dan semakin dekat jarak kelahiran (kurang dari
2 tahun) maka ibu memiliki skor yang tinggi berisiko akibat melahirkan. oleh
karna itu, diperlukan pengetahuan yang matang tentang menentukan jarak
kelahiran yang ideal antara jarak kelahiran sebelumnya dan yang akan datang.
Maka jarak yang paling aman untuk memulai masa reproduksi antara lain

terbagi menjadi 3 kelompok yang pertama, umur kurang dari 20 tahun, pada
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masa ini ibu masih terlalu muda untuk hamil dan yang kedua, pada umur 20-
35 tahun pada masa ini ibu harus mengatur kesuburannya (menjarangkan
kehamilan) dan yang ketiga, umur diatas 35 tahun, pada masa ini ibu sudah
harus mengakhiri kesuburannya (tidak hamil lagi) karna ibu sudah terlalu tua
untuk hamil.

Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam mengatur
jumlah anak dan jarak kelahiran dapat dijalankan dengan baik karena sudah
mengetahui risiko-risiko yang akan datang ketika sudah mengetahui manfaat
dalam mengatur jarak untuk kelahiran anak. selanjutnya adalah hak untuk
mentukan jumlah anak dan jarak kelahiran sebagaimana yang ada dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2014 tentang hak
reproduksi mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan komunikasi,
informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.'? Pada pasal 22 juga
menjelaskan bahwa setiap orang berhak memilih metode kontrasepsi yang
diinginkan tanpa adanya paksaan juga tekanan. Sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) sesuai pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan
usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.

Hak penentuan jumlah anak tidak hanya dimiliki suami istri saja akan
tetapi hak tersebut juga dimiliki oleh orang tua pasangan dalam hal ini orang
tua dari suami ataupun istri berhak ikut andil dalam memberi saran untuk
penentuan jumlah anak. Ada beberapa hak suami istri menurut pendapat yang

dimuat dan buku Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama, Perspektif

"2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
Reproduksi
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perempuan dan Pluralisme tentang tujuan hukum Islam keempat, yaitu
“memelihara hak reproduksi” secara tegas menjelaskan di dalam Pasal 50
RUU Hukum Perkawinan Islam CLD-KHI yang menentukan hak suami istri:"
1. Suami dan istri masing-masing berhak

a. memiliki usaha ekonomi produktif

b. melakukan perbuatan hukum

c. memilih peran dalam kehidupan masyarakat
2. Suami istri secara bersama-sama berhak

a. Memilih peran dalam kehidupan keluarga

b. Menentukan jangka waktu perkawinan

c. Menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak

d. Menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi

e. Menenntukan tempat kediaman bersama
3. Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah akad perkawinan

dilangsungkan.

Hukum Perkawinan mewujudkan suatu kedudukan yang seimbang
antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan kebahagiaan dan
kesejahteraan bersama melalui ikatan yang sah secara hukum dan agama yakni
dengan pencatatan perkawinan. Dengan ini jika dilihat dari dampak untuk
mengatur jarak kelahiran anak adalah dengan berkurangnya jumlah ibu
melahirkan pertahunnya. maka kesehatan reproduksinya lebih terjaga. jika

seorang ibu sering melahirkan maka hal tersebut dapat menyebabkan

" Neng Djubaidah, “Pembaharuan Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”,
Hukum Islam, No. 10, Vol. 4 (Mei, 2013),11
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gangguan kesehatan reproduksi seperti pendarahan, munculnya penyakit pada
rahim, kesehatan anak akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian
ibu dan anak.

Dengan ini jika adanya perencanaan yang matang dalam kehamilan
maka secara tidak langsung telah melakukan perencanaan terhadap
pengeluaran pada keluarga tersebut, maka secara tidak langsung dampak KB
sangat memberikan dampak positif pada anak. Program KB memberikan
jaminan pada anak lebih besar dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang

lebih tinggi."*

' Siti Jaleha, “Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab.
Penajam Paser Utara”, //mu Kesehatan, No. 1 Vol. 4, (Mei, 2016), 43.



BABIV

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP HAK ISTRI MENENTUKAN
JUMLAH ANAK DAN JARAK KELAHIRAN DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

A. Analisis Terhadap Ketetapan Hak Istri Menentukan Jumlah Anak dan Jarak
Kelahiran dalam RUU KKG

Ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam
RUU KKG ini berlandaskan atas dasar banyaknya perlakuan yang bersifat
diskriminatif, angka kematian ibu (AKI) yang sangat tinggi, kesehatan
reproduksi wanita, kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat,
perdagangan orang dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Yang mana dalam hal mengatur dan menjamin perlindungan hak seseorang
untuk turut menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran ini telah diatur
dalam pasal 11 huruf b angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Tindakan KKG di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf g dilaksanakan melalui:

a. perlindungan untuk memilih suami atau isteri tanpa paksaan dan/atau
tekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk
memeroleh:

a. layanan pencatatan atas perkawinan tanpa Diskriminasi Gender.

b. perlindungan atas hak untuk menentukan secara bertanggung
jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak
kelahiran.

c. jaminan atas kedudukan dan tanggung jawab atas kepemilikan,
perolehan, pengelolaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan
pengadministrasian harta benda kecuali yang sudah diatur dalam
undang-undang lainnya; dan

c. pemberian peran dan tanggung jawab yang setara sebagai orang tua.
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Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pasal 11 huruf b angka 2 ini
telah menjamin bahawa istri berhak atas turut serta menentukan jumlah anak
dan jarak kelahiran, yang mana dalam hal ini kesehatan reproduksi wanita/istri
sangat penting untuk diatur.

Ketetapan tersebut sangat penting untuk dilakukan, mengingat
kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi menjadikan banyaknya
angka kematian ibu, status gizi anak yang semakin meningkat. Sehingga
berkaitan dengan adanya ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan
jarak kelahiran dalam RUU KKG dapat memberikan acuan bagi pasangan
suami istri bahwa pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran ini diperlukan
untuk mengatur status gizi anak yang sangat mempengaruhi, mengingat
bahwa jumlah anak yang terlalu banyak dan jarak kelahiran yang terlalu dekat
akan berpengaruh pada asupan zat gizi bagi anak, selain dari zat gizi umur
juga menjadi faktor yang sangat penting dalam penentuan status gizi karena
jika umur terlalu dekat maka akan berpengaruh bagi anak juga ibu.

Sebagaimana istri berhak mendapatkan perlakuan yang ma’ruf dalam hal
ini tentu mengacu pada hak istri untuk turut serta menentukan jumlah anak

dan jarak kelahiran.
Soaally Fagiales
“Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (QS An-Nisa’ : 19)
Ayat di atas menunjukkan bahwa kehidupan berumah-tangga tidak lepas

dari hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara suami dan istri.

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan Islam oleh
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suami dan istri kepada pasangannya akan menjamin berjalannya biduk rumah
tangga mereka dengan baik, sehingga dalam ayat tersebut menerangkan
bahwa pilihlah tutur kata yang baik saat berbicara kepada mereka, tunjukkan
perangai dan penampilan kalian yang baik (di hadapan mereka) semampu
kalian, sebagaimana kalian menghendaki itu dari istri kalian.

Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain,
hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban
suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri. Sehingga
aspek ini menjadi sangat penting, karena menurut faktanya selama ini belum
ada peraturan yang menjamin adanya perlindungan tersebut. Karena selama
ini pemerintah hanya fokus pada program KB dan tidak menekankan pada hal
yang penting yakni kesetaraan antara kedua belah pihak (suami dan istri) yang

berhak atas menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.

. Analisis Maslahah Terhadap Hak Menentukan Jumlah Anak Dan Jarak
Kelahiran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan
Gender

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa inti
dari persoalan skripsi ini adalah perlindungan atas masing-masing pihak dalam
hal yang merujuk pada perempuan (istri), untuk turut serta dalam menentukan
jumlah anak dan jarak kelahiran dengan cara bertanggung jawab tanpa tekanan

dan atau paksaan dalam menentukan.
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Terkait dengan ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran dalam RUU KKG. Sudah jelas demi untuk menghapus segala bentuk
diskriminasi.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pokok kajian ini masuk
dalam kategori maslahah dari segi keberadaan, yaitu maslahah al-mu’tabarah
atau maslahah yang bersifat hakiki dan tidak mengada-ada, maslahat ini
berhubungan dengan keturunan yakni status gizi anak dan angka kematian ibu
dan anak, maka pada jurnal hubungan jarak kelahiran dan jumlah balita
dengan status gizi ini telah memberikan acuan bagi pasangan suami dan isri
bahwa pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran ini diperlukan untuk
mengatur status gizi anak yang sangat mempengaruhi, dimana jumlah anak
yang terlalu banyak dan jarak kelahiran yang terlalu dekat akan
mempengaruhi asupan zat gizi bagi anak selain dari zat gizi umur juga
menjadi faktor yang sangat penting dalam penentuan status gizi karena jika
umur terlalu dekat maka akan berpengaruh bagi anak juga ibu. Karena gizi
adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus
kehidupan yang mana jika jarak kelahiran yang cukup dapat membuat ibu ada
dalam kondisi pulih dengan sempurna setelah melahirkan, saat ibu sudah
dalam keadaan nyaman dengan kondisinya maka ibu dapat menciptakan pola
asuh yang baik dalam mengasuh dan membesarkan anak.

Selain dari paparan diatas juga terdapat jurnal yang mana dalam jurnal
tesebut juga memberikan acuan yakni ‘“Hubungan Jarak Kelahiran Dan

Jumlah Balita Dengan Status Gizi Di RW 07 Wilayah Kerja Pukesmas Cijerah
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Kota Bandung” menjelaskan bahwa banyaknya angka kematian bagi ibu yang
dapat disebabkan oleh 2 faktor antara lain, Penyebab Langsung (Komplikasi
obstetric selama masa kehamilan, persalinan dan masa nifas, pendarahan,
eklamsia, partus lama, komplikasi aborsi, infeksi). Penyebab Tidak Langsung
(penyakit yang diderita oleh ibu, penyakit yang timbul saat kehamilan
berlangsung, keberadaan anak yang satu dengan yang lain terlalu dekat yang
akan menimbulkan perawatan atau perhatian anak tidak maksimal yang
mengakibatkan akan mengurangi perhatian terhadap diri seorang ibu dengan
kehamilannya) selain dari penjelasan diatas adalah salah satu penyebab
banyaknya ibu meninggal saat melahirkan adalah karena faktor yang ditinjau.

Selain dari penjeasan yang terkait dengan hal tersebut sudah jelas bahwa
hak dalam menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran sangat diperlukan
untuk mencegah adanya resiko-resiko yang akan terjadi jika jarak terlalu
dekan dan terlalu jauh, maka hal tersebut tentu berdampak pada anak juga ibu,
jika jarak anak terlalu dekat maka akan berakibat kurangnya zat gizi dan
kurangnya perhatian dalam mengasuh dan membesarkan.

Terkait dengan hal-hal di atas terdapat firman Allah Swt:
Goke V3 1ads all 5T e bl Gl B rls e 8 J ) aads
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sSeandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar”

Islam sebagai agama wasathan (pertengahan), melarang segala sesuatu

yang sifatnya berlebihan. Mempunyai keturunan secukupnya, namun yang
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berkualitas jauh lebih baik dari pada banyak anak namun tidak terurus,tidak
berkualitas, dan malah menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu dengan
melakukan penganturan jarak kelahiran dan kehamilan maka diharapkan
orangtua terutama seorang ibu untuk memberikan perhatian terhadap anaknya
secara penuh tanpa membagi kasih sayangnya dengan anak yang lain untuk
mempersiapkan generasi yang unggul. Selain dengan program keluarga
berencana maka akan lebih mudah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan
keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Karena dari penelitian
yang ada seorang ibu yang sering melahirkan dapat terserang berbagai
penyakit berupa anemia, hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya.

Jika dilihat dari segi maslahah al-mulghah maka maslahat ini hendaknya
berupa maslahat yang berupa kepentingan untuk umum, bukan untuk
kepentingan pribadi sebagaimana telah dijelaskan bahwa RUU ini dibuat
untuk kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi atau
golongan semata. Maka ketentuan atau aturan baru yang ada dalam RUU
KKG dalam pasal 11 (huruf a ayat 2) yang menjelaskan bahwa “perlindungan
atas hak untuk menentukan secara bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau
tekanan atas jumlah anak dan jarak kelahiran” dalam pasal tersebut
menetapkan hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran ini antara suami
dan istri memiliki hak yang sama tanpa adanya tekanan atau paksaan. Seperti
halnya menentukan metode kontrasepsi untuk dirinya sendiri sehingga
ketentuan baru ini akan sangat membantu bagi pasangan dalam mentukan

Jarak kelahiran yang ideal. Bukan hanya itu, ibu juga dapat pulih dengan
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sempurna dari kondisi setelah melahirkan. Saat ibu sudah merasa nyaman
dengan kondisinya, maka ibu dapat menciptakan pola asuh yang baik dalam
mengasuh anak. Anak akan mendapatkan gizi yang baik dan pertumbuhan
janin yang baik jika jarak kehamilan diatur sesuai dengan pertimbangan-
pertimbangan yang sesuai. Oleh sebab itu, untu mewujudkan keluarga yang
sejahtera, kasih sayang orang tua pada anak tidak terbagi, jumlah perhatian
yang diterima tidak berkurang, kondisi ekonomi dapat terkontrol dengan baik
maka perlu dilakukan pengendalian kelahiran bagi pasangan usia subur.
Dengan demikian jika dilihat dari segi eksistensinya pembahasan ini
masuk dalam maslahah mursalah yaitu kemaslahatan keberadaannya tidak
didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil
yang rinci. Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu tujuan adanya ketetapan
hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG
sendiri yaitu untuk memelihara keturunan, hal tersebut sesuai dengan ajaran
Islan yakni untuk membendung berbagai resiko jarak yang terlalu jauh maka
akan terjadi persalinan prematur, bayi yang lahir berakibat beratnya rendah
tidak sesuai rata-rata yang ada, begitu juga dengan jarak yang terlalu dekat
maka akan berakibat terjadinya pendarahan, anemia, ketuban pecah dini.
Berdasarkan dari paparan di atas maka dapat diketahui bahwa ketetapan
hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG
adalah diperbolehkan, mengingat berbagai resiko yang terjadi maka,
berdasarkan alasan tersebut, maka hal tersebut sesuai dengan teori maslahah

yakni upaya mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.



BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan
Dari beberapa pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yang menjadi poin inti dari dalam
skripsi ini yaitu:

1. Ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam
RUU KKG bertujuan untuk menjamin perlindungan atas hak untuk
menentukan secara bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas
jumlah anak dan jarak kelahiran, sehingga dapat dipahami bahwa dalam
pasal 11 huruf b angka 2 tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh ada
seorangpun yang bisa memaksa ataupun menekan pada pihak lain untuk
turut menentukan terkait dengan hak menentukan jumlah anak dan jarak
kelahiran.

2. Hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG
telah sesuai dengan maslahah, tepatnya maslahah mursalah karena
meskipun tidak ada aturan di dalam hukum Islam tentang jarak atau
pembatasan kelahiran tetapi aturan tersebut telah sesuai dengan
kemaslahatan yaitu untuk mengurangi banyaknya angka kematian ibu
(AKI) dan banyaknya bayi atau anak-anak yang kekurangan zat gizi karena

terlalu banyak anak.
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E. Saran
Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdapat saran yang ingin
penulis sampaikan yakni:
1. RUU KKG ini seharusnya segera ditetapkan agar tidak ada lagi perlakuan
diskriminasi dengan berbagai bentuknya diskriminasi terhadap perempuan.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut
tentang hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran pada masyarakat,
khususnya masyarakat awam yang tidak mengetahui dan sadar hukum
tentang ketentuan apa saja yang terkait dengan kesehatan reproduksi
wanita mengingat banyak sekali manfaat yakni salah satunya untuk

mewujudkan regenerasi masa depan yang berkualitas di masa mendatang.
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